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KEWENANGAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENCABUTAN DAN 

PEMBATALAN SERTIFIKAT TANAH YANG CACAT HUKUM 

 

Abstrak 

 

Sengketa pertanahan sering terjadi di kalangan masyarat, maka daripada itu buat lah Badan 

Pertanahan Nasional yang bertugas dan berwenang memberikan atau menerbitkan suatu sertifikat 

hak milik atas tanah yang spesifikasi tanahnya sesuai dengan Pasal 3 diterbitkan oleh Badan 

Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota karena Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota yang 

berwenang memberikan atau menerbitkan suatu sertifikat hak milik atas tanah guna mengurangi 

terjadi nya sertifikat tanah yang cacat hukum. jika terjadi sertifikat cacat hukum Badan 

pertanahan Nasional juga berwenang dalam pencabutan dan pembatalan sertifikat tanah.Menurut 

Permen Nomor 11 Tahun 2016, dan untuk memahami dan menganalisis bentuk kewenangan 

BPN dalam penyelesaian sengketa pertanahan. 

Pengaturan kewenangan BPN dalam menaangani sengketa pertanahan, diatur dalam Peraturan 

Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan 

Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Adapun untuk teknis pelaksanaan dari kewenangan 

tersebut, diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan 

Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan dan saat ini telah diganti dengan Peraturan 

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 11 Tahun 2016. 

 

Kata Kunci : Kewenangan BPN, Pencabutan dan Pembatalan, Cacat Hukum 

 

Abstract 

 
Land disputes often occur among the community, therefore the National Land Agency is tasked 

with and authorized to issue or issue a certificate of title to land whose land specifications are in 

accordance with Article 3 issued by the Regency/City National Land Agency because the 

Regency/City National Land Agency The city has the authority to issue or issue a certificate of 

title to land in order to reduce the occurrence of legally flawed land certificates. in the event of a 

legal defect certificate, the National Land Agency is also authorized to revoke and cancel the 

land certificate. 

Land certificate. according to Ministerial Regulation No. 11 of 2016, and to understand and 

analyze the form of BPN's authority in settlement land dispute. 

The regulation of BPN's authority in handling land disputes is regulated in the Regulation of the 

Head of BPN Number 4 of 2006 concerning the Organization and Work Procedure of the 

Regional Office of the National Land Agency and the Land Office. As for the technical 

implementation of this authority, it is regulated in Regulation of the Head of BPN RI Number 3 

of 2011 concerning Management of the Study and Handling of Land Cases and has now been 

replaced by Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the 

National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016. 

 

Keywords : BPN Authority, Repeal and Cancellation, Leal Def 
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1. PENDAHULUAN 

Tanah imempunyai ifungsi iyang ipenting ibagi ikehidupan, termasuk hak- hak seorang atas 

tanah tersebut. Maka daripada itu dibuatlah peraturan yang mengatur tentang tanah supaya jelas 

dalam penggunaan ataupun kepemilikan hak atas tanah tersebut. Pengertian tanah dalam arti 

yuridis merupakan permukan di muka bumi. Hak atas tanah merupakan bagian dari hak idi 

ipermukaan ibumi iyang iterbatas, berdimensi 2 idengan iukuran ipanjang idan ilebar. iNegara 

iberhak iuntuk imembuat pra ipengaturan idan ipenyelenggaraan ikebijakan imengenai itanah idi 

Indonesia. 

Hak milik itanah iadalah hak terhadap tanah yang terkuat.  Hak seseorang atas tanah idan 

ihanya pemiliknya isaja iyang itidak idibatasi imasa iberlakunya oleh negara idibanding idengan 

ihak iatas itanah iyang ilain. Tanah juga mempuyai tingkat ekonomis sehingga dapat diperjual 

belikan itetapi ihanya itanah iyang mempunyai sertifikat atau tanda bukti kepemilikan saja yang 

memiliki nilai ekonomis tinggi, maka daripada itu banyak orang yang melakukan pendaftaran 

tanah. Hakimilik ijuga imemiliki ifungsi isosial iyang iberarti ibahwa ihak imilik iyang 

mempunyai isubjek hak iatau ipemegang ihak itidak iboleh idipergunakan semata-mata iuntuk 

ikepentingan ipribadi, imelainkan iharus iada ikeseimbangan iantara kepentingan ipemerintah 

idengan imasyarakat. 

Pada hukum slam terdapat kebenaran bahwa manusia terdapat hak, tetapi hanya sebatas 

ilegalitas ipengelolaan idan pemanfaatan isesuai idengan iyang ditetapkan syar’i isebagai 

ipemilik yang kekal. 

Sebagaimana difirmankan Allah SWT dalam Q.S. Al-Mai’dah ayat 120 

وَهوَُ وَمَا فيِْهِنَّ تِ وَ الَْْرْضِ السَّمٰوٰ مُلْكُ لِل   قَدِيْرٌ   شَيْءٍ كُل ِ عَلٰى  ۗ  

Artinya : “Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada didalamnya dan 

Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu “. 

Wewenang imanusia iuntuk imengelola idan imemanfaatkan iseluruh iyang iada idi muka 

bumi ini sudah di karuniakan Allah kepada manusia. Hubungan harta dengan orang yang di 

tetapkan syar’i dapat memanfaatkan harta sesuai dengan kehendaknya. 

Untuk mendapatkan hak atas tanah dan diakui keberadaannya oleh negara maka perlu 

dilakukannya pendaftaran tanah. 

 Dilihat idari ipengertian ihak imilik, dalam pandangan imasyarakat ibahwa ihak imilik 

itersebut ibersifat imutlak atas tanah tersebut. Maka daripada itu semua orang menginginkan hak 



 

3 

 

atas tanahnya berstatus aman dan diakui status hukumnya oleh negara. Adanya sertifikat 

mempunyai kelebihan bagi pemegang karena dengan adanya sertifikat pemegang memiliki 

kedudukan yang kuat akan suatu tanah dibandingkan bukti tertulis lainnya.. 

Sertifikat itanah merupakan salinan dari isurat iukur, iKemudian idi ijilid idan idi isampul 

iyang ibentuknya iditetapkan oleh iperaturan iperundang-iundangan. iSertifikat itanah bisa 

menjadi bukti terhadap kegiatan sewa menyewa, jual beli, kerjasama bagi pemilik yang dapat 

menunjukkan bahwa tanah tersebut sudah didaftarkan. Sehingga pemegang sertiikat tanah dalam 

melakukan wewenangnya terhadap tanah yang ia miliki. Sertifikat adalah salah satu alat bukti 

yang dapat menunjukkan kepemilikan suatu tanah, jika terdapat pihak yang dirugikan dapat 

mengajukan keberatan yang dilakukan secara tertulis pada Kantor Pertanahan setempat. 

Terhadap perbuatan pendaftaran tanah melahirkan sertifikat tanah yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap terhadap pemegang sertifikat tanah. 

Pendaftaran itanah iadalah irangkaian ikegiatan iyang idilakukan ioleh pemerintah isecara 

iterus imenerus, iberkesinambungan idan iteratur. iMeliputi pengumpulan, ipengelolaan, 

ipembukuan ipenyajian iserta, ipemeliharaan idata ifisik dan idata iyuridis. Dalam hal kegiatan 

iyang iberupa ipengumpulan idata ifisik tanah dan fungsi dari petugas swasta untuk 

mendaftarkan hak, namun untuk memperoleh kekuatan hukum harus mendapatkan pengesahan 

pejabat pendaftaran tanah karena digunakan sebagai alat bukti. Penyelenggaraan pendaftaran 

tanah merupakan rangkaian kegiatan dari pengajuan permohonan hak oleh pemohon yang 

dilengkapi data kepemilikan tanah, kemudian kegiatan administrasi ketatausahaan yang meliputi 

penelitian kelengkapan berkas, pencataatan dalam daftar-daftar isian, penetapan petugas dan 

waktu kegiatan lapangan. 

Pendaftaran tanah dilakukan perdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir serta 

terbuka. Timbulnya sertifikat cacat hukum karena dalam pendaftaran tanah dapat menimbulkan 

potensi kekeliruan atas perbuatan tersebut. Sertifikat yang cacat hukum biasanya berisi kesalahan 

pada datafisik dan data yuridis, yang sudah dituliskan pertama kali pada saat formulir 

permohonan hak atas tanah dituliskan. 
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Sertifikat icacat ihukum iadalah itanda ibukti ihak iatas itanah (isertifikat ihak iatas tanah) iyang 

itelah iditerbitkan idan iterdapat ihal-ihal iyang imenyebabkan batalnya, karena idalam 

ipengurusannya iterdapat iunsur-iunsur ipaksaan, ikekeliruan, penipuan, idan ilain-lain. iAtau 

iprosedur iformilnya itidak isesuai iatau dilanggar iserta iakibat ihukumnya ibatal. Apabila 

iterjadi ikekeliruan iatau kesalahan imenerbitkan isertifikat. 

Pasal 33 iayat (3) iUndang-iUndang iDasar 1945 imenjelaskan ibahwa ibumi, air, idan 

ikekayaan ialam iyang iterkandung idi idalamnya idikuasai ioleh iNegara yang idi igunakan 

iuntuk ikemakmuran irakyat. iUndang-iUndang iNomor 5 iTahun 1960 imengenai iPeraturan 

iDasar iPokok-iPokok iAgraria iatau iyang idisebut UUPA. iPeraturan iOrganik idalam ibentuk 

iPeraturan iPemerintah, iKeputusan Presiden, iPeraturan iPresiden, idan iPeraturan iyang 

iditerbitkan iPimpinan iInstansi Teknis iBidang iPertanahan. 

Permasalahan di iBadan iPertanahan iNasional mengenai ipenerbitan sertifikat yang cacat 

hukum, sertifikat tanah yang cacat hukum itimbul ikarena ikesalahan dalam idata iyang 

idiberikan ioleh si ipemohon iketika ipembuatan isertifikat. iBisa terjadi ikarena isubyek atau 

iobyeknya iseperti ikesalahan idalam ipemetaan, pengukuran itanah,ataupun pemberian data idari 

isi ipemohon itidak ibenar. Sertifikat tanah yang cacat hukum imerupakan isalah isatu sertifikat 

tanah yang bermasalah. 

Sertifikat cacat hukum adalah sertifikat hak atas tanah yang telah diterbitkan oleh Pejabat 

Tata Usaha Negara di Bidang Pertanahan (BPN), namun dalam sertifikat tersebut terdapat hal-hal 

yang menyebabkan batal. Karena terdapat unsur paksaan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain. 

Sertifikat tanah yang cacat hukum yang isi nya bertentangan dengan prosedur ataupun aturan 

Perundang-undangan, yang terdapat ketidak sempurnaan serta tak lengkapnya persetujuan, 

kebijakan, ataupun peraturan yang menyebabkan sertifikat tanah tidak terikat oleh hukum. 

Untuk ipembatalan isertifikat iatas idasar iputusan ipengadilan, ipihak iyang 

berkepentingan iharus imengajukan ipermohonan ikepada iKepala iBPN, iPersoalan muncul 

iapabila itidak idilabulkannya ipermohonan ipembatalan itersebut, iatau sebelum idibatalkannya 

isertifikat itersebut, iapakah isubyek ihak iyang itercantum namanya idalam isertifikat imasih 

iberhak iatas itanah itersebut idan ibagaimana pula kedudukan iperbuatan- iperbuatan ihukum 

iyang imendasarkan idiri ipada isertifikat yang itelah idiyatakan itidak imempunyai ikekuatan 

ihukum itetapi ibelum/ itidak dibatalkan ioleh iBadan iPertanahan iNasional. iHal itersebut 

iberpeluang timbulnya multi itafsir, itergantung ipada ipemahaman iterhadapkedudukan 
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iputusan pengadilan idan ikedudukan iPeraturan iMenteri/iKepala iBPN idalam isistem hukum 

Indonesia. 

Dasar pembatalan sertifikat cacat hukum dimana dijelaskan dalam peraturan Mentri 

Agraria Pasal 1 angka 14 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa, keputusan batalnya sertifikat 

tanah disebabkan keputusan batalnya pemberian hak atas tanah disebabkan cacat administrasi. 

Cacat hukum berarti suatu kebijakan ataupun prosedur yang tak sesuai terhadap berlakunya 

hukum, terkait adanya cacat hukum administrasi dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah. 

Akibat hukum sertifikat tanah yang cacat hukum dalam penerbitannya adalah pembatalan.  

Sertifikat tanah yang cacat hukum dapat menjadi usulan pembatalan apabila yang 

melalukannya adalah pihak berwenang yaitu Badan Pertanahan melihat data fisik dan data 

yuridis penerbitannya hak atas tanah yang tidak sah dan akibat yang di rugikan terbitnya 

sertifikat tanah cacat hukum. Jika terdapat sertifikat tanah yang cacat hukum dilakukannya 

ipembatalan ikeputusan imengenai isuatu ihak iatas tanah dalam ipenerbitannya iatau 

imelaksanakan iputusan ipengadilan iyang iberkekuatan hukum itetap. iRumusan ipembatalan 

ihak iatas itanah idimaksudkan ibelum lengkap ikarena ihanya imenyangkut ipemberian ihak 

iatas itanahnya isaja, meskipun idengan idibatalkan isurat ikeputusan ipemberian ihak iatas 

itanah. iDapat mengakibatkan isertifikat ibatal ikarena isesuai idengan iPP iNo. 24 Tahun 1997, 

Surat iKeputusan iPemberian iHak isebagai ialat ibukti pendaftaran dan hak penerbitan. 

Sesuai idengan iketentuan ipasal 105 iPMNA/ iKepala iBPN iNomor 9 iTahun 1999, 

ipembatalan ihak iatas itanah idilakukan idengan ikeputusan iBadan Pertanahan iNasional iatau 

idilimpahkan ikepada iKantor iWilayah iatau iPejabat yang iditunjuk. iHak iatas itanah idapat idi 

ibatalkan ihanya idengan isurat keputusan pembatalan isesuai idengan ikewenangan. iBadan 

iPertanahan iNasional bertanggung jawab iatas isertifikat iyang idikeluarkannya, isesuai idengan 

iPasal 54 iayat (1) dan (2) iPeraturan iBadan iPertanahan iNasional iRepublik Indonesia iNomor 

3 iTahun 2011 iTentang iPengelolaan iPengkajian iDan iPenanganan iKasus iPertanahan. 

iBerdasarkan iPasal 3 iPeraturan iPresiden iNomor 10 iTahun 2006 itentang Badan 

iPertanahan iNasional idan iPasal 13 iPeraturan iMenteri iNegara Agraria/iKepala iBPN iNomor 

3 iTahun 1999 itentang iPelimpahan iKewenangan Pemberian dan iPembatalan iKeputusan 

iPemberian iHak iAtas iTanah iNegara, bahwa iMenteri iNegara iAgraria/iKepala iBPN 

iberwenang imembatalkan keputusan ipemberian ihak iatas itanah. 

Menurut iAli iAchmad iChomzah, ikewenangan iadministrasi iuntuk mencabut idan 
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imembatalkan isuatu isurat ikeputusan ipemberian ihak iatas itanah adalah imenjadi 

ikewenangan iBPN itermasuk ilangkah-ilangkah ikebijakan iyang akan idiambil iberkenaan 

idengan iadanya isuatu iputusan ihakim iyang itidak idapat dilaksanakan i (inon ieksekutable). 

iSemua iini iagar idiserahkan ikepada iKepala BPN iuntuk imenilainya idan imengambil 

ilangkah ilebih ilanjut. iKewenangan Badan iPertanahan idalam ipencabutan idan ipembatalan 

isuatu iputusan ihak iatas tanah, iadanya isuatu iputusan ihakim iyang itidak idapat idilaksanakan 

(inoneksekutable). iDiserahkan ikepada iKepala iBadan iPertanahan iuntuk imenilai dan 

imengambil ilangkah ilebih ilanjut. 

Putusan pengadilan imempunyai ikekuatan ihukum itetap ihanya idapat di terbitkan 

iberdasarkan ipermohonan ipemohon. iDiatur idalam iPeraturan iKepala Badan iPertanahan 

iPasal 124 iayat (2), yang berbunyi idinyatakan ibatal dan itidak mempunyai ikekuatan ihukum 

iatau iartinya isama idengan iitu, sebagai itindakan untuk imelaksanakan iputusan ipengadilan 

iyang imempunyai ikekuatan ihukum tetap idapat iberupa ipaksaan idari iseluruh iamar iputusan. 

iSebagai itindakan iuntuk imelaksanakan iputusan ipengadilan iyang isudah mempunyai 

ikekuatan ihukum itetap idapat iberupa ipaksaan idari iseluruh iamar putusan, ipelaksanaannya 

isebagai idasar iamar iputusan idan iharus imelaksanakan perintah iyang isecara itegas itertulis 

ipada iamar iputusan. 

Bahwa itugas dan itanggung ijawab iBadan iPertanahan iNasional ibukan hanya 

ibertanggung ijawab ipada iorang iyang imengupayakan ipada iupaya administrasi isaja 

imelainkan iBPN idiberikan itugas iuntuk imelaksanakan keputusan iPengadilan iTata iUsaha 

iNegara iyang isudah imempunyai ikekuatan hukum itetap idan iharus iditindak ilanjuti idalam 

imelaksanakan ipencabutan iatau pembatalan isertifikat itanah.i 

Menerbitkan ikembali isertifikat itanah isesuai iidengan iputusan ipengadilan. Badan 

iPertanahan iNasional imempunyai itugas idan itanggung ijawab ipada ipihak yang 

imengupayakan, iupaya iadministrasi isaja inamun iBPN idiberikan itugas untuk imelakukan 

iwewenang iterhadap ikeputusan ipengadikan iTata iUsaha Negara yang isudah imempunyai 

ikekuatan ihukum itetap idan iharus idi itindak lanjuti dalam ipelaksanaan ipencabutan idan 

ipembatalan isertifikat itanah. iAnggota iBadan Pertanahan iyang ilalai iatau idengan isengaja 

iyang idapat imenimbulkan ikerugian terhadap ipihak iain iakibat idari ikesalahan idalam 

ipenerbitan isertifika itanah. Maka idiberikan iwewenang iuntuk  imengganti ikerugian ibahkan 

imembayar kehilangan ikeuntungan iyang idi iharapkan isesuai idengan iPeraturan iPerundang-
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undangan. 

2. METODE 

Jenis penelitan iyang idigunakan idalam ipeneltian iini iadalah ijenis ipenelitian hukum iempiris. 

iJenis ipenelitian iyang idimaksud iadalah ipenelitian ihukum empiris iatau isocio-ilegal (isocio 

ilegal iresearch) iyang imerupakan imodel pendekatan ilain idalam imeneliti ihukum isebagai 

iobjek ipenelitiannya, idalam ihal ini ihukum itidak ibisa ihanya idipadang isebagai idisiplin 

iyang iprespektif idan terapan ibelaka. 

Melainkan ijuga iempirical iatau ikekeyaan ihukum. iPenelitian ihukum empiris 

dimaksudkan iuntuk imengajak ipara ipenelitinya itidak ihanya memikirkan imasalah-

masalah ihukum iyang bersifat inormatif (ilaw ias iwritten in ibook), ibersifat iteknis di idalam 

mengoperasionalisasikan iperaturan ihukum seperti imesin iyang imemproduksi idan 

menghasilkan ihasil itertentu idari isebuah proses imekanisi, idan itentunya ihanya idan iharus 

bersifat iprespektif isaja. penelitian ihukum iempiric iatau inon idoctrinal, iyaitu ipenelitian 

berupa istudi-studi iempiris iuntuk imenemukan iteori-iteori imengenal iproses iterjadinya idan 

mengenai iproses ibekerjanya ihukum ididalam imasyarakat. iMenurut iSoerjono Soekanto. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kantor Pertanahan Kota Surakarta bertugas dan berfungsi sebagai instansi Pemerintah yang 

berwenang imelakukan ipenataan idan ipengelolaan iBidang Pertanahan khususnya di wilayah 

Kota Surakarta. Kantor Pertanahan iKota Surakarta berada di wilayah iProvinsi iJawa iTengah 

dengan wilayah kewenangan Kantor Pertanahan iKota iSurakarta meliputi 5 (lima) iKecamatan 

idan i54 (lima puluh empat) iKelurahan di wilayah iKota iSurakarta. iKota Surakarta berada di 

wilayah Provinsi iJawa iTengah yang iterletak idi idataran irendah idi iketinggian i105 im idpl 

dan idi ipusat ikota i95 im idpl, idengan iluas i44,04 ikm2 (i0,14 % iluas iJawa Tengah). 

Secara igeografis iwilayah iKota iSurakarta iberada iantara 110º45’15”-110º45’35” BT 

dan 7º36’00”-7º56’00”LS idengan iluas iwilayah 44,04 iKm², idengan ibatas-ibatas isebagai 

iberikut :  

Tabel 1. Letak Geografis Wilayah Kota 

Batas Kabupaten yang berbatasan 

Utara iKabupaten Karanganyar dan Kabupaten iBoyolali 

Selatan iKabupaten iSukoharjo idan iKabupaten iKaranganyar 
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iTimur iKabupaten iSukoharjo 

Barat iKabupaten iSukoharjo idan iKabupaten iKaranganyar 

 

3.1 Jumlah Bidang Terdaftar  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bidang terdaftar di Kantor Pertanahan Nasional 

3.1.1 Presentase Digitalisasi Buku Tanah 

Buku itanah iharus itersimpan idan iterpelihara itermuat idalam ipasal 35 ayat Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahum 1997. Bahwa daftar umum dan dokumen harus itetap iberada 

pada ikantor pertanahan yang bersangkutan iatau itempat ilain yang iditetapkan ioleh 

imenteri dengan alas an untuk imencegah ihilangnya dokumen Negara iyang ipenting iuntuk 

ikepentingan imasyarakat. Selain disimpan secara imanual idalam ibentuk bundle, ibuku 

itanah idapat ipula idisimpan isecara digital yang disebut dengan digitalisasi buku tanah. 

Pasal 35 ayat (5) berbunyi ‘data pendaftaran tanah disimpan  secara bertahap dan di sajikan 

ke dalam digital, menggunakan peralatan elektronik dan mikrofon’.  

Jumlah Buku Tanah Aktif = 154.881 

 

 

 

 

 

 

Bidang belum terdaftar 

175 bidang (0.12%) 

Bidang terdaftar 134.587 

bidang (99.87%) 
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Tabel 2. Presentase digitalisasi 

Scan buku tanah 154.881 100% 

Buku tanah valid 133.146 85.96% 

Buku tanah yang mati yang 

saat ini masih dalam proses 

digitalisasi dan validasi 

21.735 14% 

        

3.1.2 Presentase Validasi Buku Tanah 

Validasi buku tanah adalah penentuan harga dalam peralihan hak ijual ibeli itanah. Yang 

dilakukan pada warga masyarakat maupun pengecekan tanda bukti penyetoran pembayaran 

Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan. 

Jumlah buku tanah = 133.587 

Table 3. presentase Validasi 

Buku Tanah Valid 133.160 99,68% 

Bidang Tanah Tidak 

Valid 

1.428 0.83% 

Menurut Bapak Slamet Suhadi,.S.ST.M.M selaku Kasi Pengendalian dan Penanganan 

Sengketa Badan Pertanahan Surakarta Pelimpahan kewenangan di Badan iPertanahan 

Nasional didasarkan pada iPeraturan iKepala iBadan iPertanahan Republik Indonesia iNomor 

1 iTahun 2011 Jo. iPeraturan ikepala iBadan iPertanahan 
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Nasional iRepublik iIndonesia iNomor 3 iTahun 2012. Tentang melimpahkan 

wewenang terhadap Pemberian Hak atas Tanah dan Pendaftaran Tanah Tertentu. Peraturan 

tersebut dahulunya diatur dalam PMNA/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 

1998, tentang Kewenangan Menandatangani Buku Tanah, Surat Ukur dan Sertipikat dan 

PMNA/KBPN No. 9 Tahun 1999, tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan 

Pembatalan Keputusan Pemberian Hak terhadap Tanah Negara. 

Berdasarkan iketentuan iPasal 105 iPeraturan iKepala iBadan iPertanahan , dijelaskan 

mengenai ipembatalan ihak iatas ikepemilikan se bidang itanah. Keputusan  Kepala Badan 

Pertanahan idengan imelimpahkan ikepada iKantor Pertanahan iwilayah iatau ipejabat iyang 

iditunjuk. Pembatalan hak atas tanah hanya dapat idibatalkan idengan isurat iputusan 

ipembatalan iyang ikewenangan penerbitannya isesuai idengan ipelimpahan iyang isudah 

idijelaskan idalam Peraturan Badan iPertanahan iNasional. 

Tidak adanya peraturan yang jelas akan membuat tindakan hukum menjadi tidak 

sah.maka daripada itu diterbitkan lah sertifikat tanah yang didasarkan pada kewenangan yang 

di berikan oleh Undang-undang, karena jika tidak ada itu maka peraturan dari wewenang itu 

menjadi tidak sah lagi. Pejabat yang berwenang berhak melakukan pencabutan terhadap 

sertifikat tanah yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun 

terdapat kesalahan administratif dalam penerbitan sertifikatnya. Permohonan YANG 

dijelaskan dalam Pasal 119 menyebutan bahwa siapa saja yang merasa dirugikan dengan 

adanya penerbitan sertifikat hak atas tanah, dan dia menggap penerbitan tersebut cacat 

hukum administratif, dapat menempuh upaya pembatalan hak tanah. Pengadilan Tata Usaha 

Negara yang menjadi dasar sengketa di dalam Peradilan Tata Usaha Negara, ialah akibat dari 

dikeluarkannya suatu keputusan Peradilan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara yaitu Badan Pertanahan Nasional yang berwenang melakukan tindakan 

hukum. Perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi orang perseorangan atau 

Badan hukum perdata. 

Badan Pertanahan Nasional mempunyai tanggung jawab atas sertifikat yang 

dikeluarkannya. Yang dijelaskan dalam Pasal 54 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang 
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Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yaitu: 

1. Badan Pertanahan Indonesia  harus menjalankan putusan pengadilan yang 

berkekuatan hukum tetap. Dan apabila tidak melaksanakan harus ada alas an yang 

jelas untuk tidak melaksanakannya 

2. Pada ayat 1 dijelaskan terdapat alas an yang sah , yaitu sebagai berikut : 

a. Adanya objek putusan yang diletakkan dalam sita jaminan; 

b. Adanya objek putusan sedang menjadi objek lain pada gugatan dalam perkara 

lain; 

c. Alasan lainnya yang dijelaskan dalam peraturan Undang-undang. 

Tanggung jawab dibedakan berdasarkan badan atau lembaga mana yang diberikan 

pertanggung jawabannya, dan dibedakan menjadi dua jenis: 

a. Tanggung jawab eksternal dan; 

b. Tanggung jawab internal. 

Tanggung jawab yang bersumber dari bawahan kepada atasan. Disebut dengan 

tanggung jawab internal, merupakan hubungan yang sering terjadi pada atasan ke  bawahan 

atau sebaliknya. Berbeda dengan tanggung jawab ekternal merupakan hubungan dari pihak 

lain misalnya tanggung jawab gugat. Tanggung jawab gugat ini muncul apabila terdapat 

individu atau badan hukum yang merasa dirugikan atas pelayanan yang diberikan oleh 

pemerintah. Terkait dengan tanggung gugat yang ditunjukan kepada pemerintah, menurut 

Tibunal de Conflicts tahun 1873, menetapkan 3 asas yaitu: 

a. Asas tanggung gugat Negara atas kesalahan pejabatnya; 

b. Tanggung jawab ini patuh kepada peraturan yang memisahkan dan membedakan 

dengan hukum privat; 

c. Asas bahwa tanggung jawab gugat merupakan Yuridiksi dari Peradilan 

Administrasi. 

3.2 Upaya Badan Pertanahan Nasional dalam Mengurangi Adanya Sertifikat Tanah 

Yang Cacat Hukum. 
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3.2.1 Upaya Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam mengurangi adanya sertifikat tanah 

yang cacat hukum. 

Ketimpangan ikepemilikan itanah idi Indonesia imasih imenjadi isu iyang perlu idiselesaikan 

di Indonesia. iKementerian iATR/iBPN iberperan ipenting idalam menurunkan iketimpangan 

ipenguasaan itanah iyang idianggap imasih irelatif itinggi dengan iIndeks iGini iLahan 0,49 

di itahun 2019 idan 15,8 juta irumah itangga itani (58 ipersen idari itotal irumah itangga tani) 

ihanya imenguasai ilahan ikurang idari 0,5 ihektar/ikeluarga 36. Penurunan ketimpangan 

penguasaan tanah diharapkan dapat berdampak ipada ipenurunan iketimpangan ipendapatan 

idan idalam ijangka ipanjang akan imenurunkan ipotensi ibiaya isosial idan iekonomi. 

iKementerian iAgraria idan Tata iRuang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan dua 

program utama untuk mengurangi ketimpangan pemilikan tanah, yaitu: 

a. redistribusi tanah merupakan salah satu bagian dari reforma agraria dalam 

pengertiannya adalah pembagian lahan-lahan yang dikuasai oleh Negara idan telah 

iditegaskan imenjadi iobyek ilandreform, ikepada ipara ipetani ipenggarap yang 

imemenuhi isyarat iketentuan idalam iPeraturan iPemerintah iNomor i224 Tahun 

i1961, tujuan redistribusi tanah ialah memperbaiki kondisi sosial ekonomi rakyat 

dengan cara membagikan lahan secara adil dan merata kepada warga Negara, dengan 

begitu ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia diharapkan bisa berkurang. 

b. Pemberian hak atas tanah Negara, iprogram ireforma iagrarian imendapatkan 

tambahan iasset iberupa ikepemilikan iatas itanah iyang ibersertifikat. Kepemilikan 

iatas isumber idaya itanah itersebut iakan imeningkatkan kemampuan ipenerima 

iprogram iuntuk iberproduksi idan imendapatkan tambahan ipendapatan. iSertifikat 

iyang idimiliki imenyebabkan iindividu ataupun rumah itangga imenjadi ibankable, 

idengan ikata lain isertifikat iyang iditerima oleh ipenerima imodal idan ialat iproduksi 

iuntuk imeningkatkan ipendapatannya. 

3.2.2 Yang menjadi Hambatan Kantor Pertanahan Kota Surakarta dalam mengurangi 

sertifikat tanah yang cacat hukum. 

Permohonan pembatalan sertifikat tidak melengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. iBeberapa ifaktor iyang imenjadi ikendala iproses pensertifikatan itanah, iyang 

sepenuhnya ibelum idapat idiatasi, iantara ilain isebagai berikut: 
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Terbatasnya itenaga iberkeahlian ipengukuran idan ipemetaan ipada ilingkungan 

ipegawai inegeri idalam ilembaga iBPN. iMeskipun iuntuk ipekerjaan ipengukuran idan 

ipemetaan ipada ipelaksanaan ipendaftaran itanah iuntuk ipensertifikatan imassal ibisa 

imelibatkan ijasa ikontraktor/ikonsultan ipengukuran, ipemetaan iatau isurveyor iberlisensi, 

iatau isurveyor ikadastral isebagai itenaga iswasta iyang iberkeahlian idan iprofessional ipada 

ipekerjaan ipengukuran idan ipemetaan itanah, iyang idiangkat idan idiberhentikan ioleh 

iKepala iBPN iuntuk imembantu ikantor iPertanahan idi idaerah-idaerah, iterutama iuntuk 

ipekerjaan ipengukuran idan ipenggambaran ibidang itanah idan ipeta ipendaftaran itanah. 

iKebijakan ipengangkatan isurveyor iberlisensi iini idimulai idari iawal itahun 1990-an. 

iUntuk ipendaftaran isporadik iyang ibukan imassal, iproses ipensertifikatan itanahnya itetap 

imenggunakan ikemampuan ipegawai iBPN, ikarena ipendaftaran itanah isporadik itidak 

ilayak iekonomi ijika imenggunakan isurveyor iberlisensi (isurveyor ikadastral), iSementara 

ipermintaan irutin imasyarakat ikonsumen isertifikat ijustru ebih isering iterjadi ipada 

ipendaftaran isporadik iyang imemang ilebih ifleksibel iwaktu ipermohonanya idan irutin 

isifatnya. 

iTerbatasnya idaya ibeli ipemerintah, idalam ihal iini iBPN iterhadap iperalatan 

ipengukuran iyang iberteknologi imutakhir, iyang itentunya iberkemampuan idan 

iberkecepatan ilebih itinggi iseperti ialat iGlobal iPositioning iSystem, ialat-ialat 

ifotogrametri (iAerial iSurveying iInstruments), imisalnya irectifier, ialat iukur ijarak 

ielektronik (iElectronic iDistance iMeasurement), ialat ipengola icitra isatelit, idan iperangkat 

ipengadaan ifoto iudara iskala ikecil. 

iTuntutan iketelitian iteknis iproses ipengadaan idata ifisik ibidang itanah idan 

ipemeriksaan idata iyuridis idokumen iyang imenjadi idasar ihak iatas itanah imemang imesti 

irealtif iakurat, isebab iini imenyangkut ipelayanan ipemberian ikepastian idan iperlindungan 

ihukum idibalik isebuah isertifikat. iAsas iaman idan imutakhir idalam ipelaksanaan 

ipendaftaran itanah ijuga iharus idiperhatikan isecara isaksama idengan iasas isederhana, 

iterjangkau, idan iterbuka. 

4. PENUTUP 

Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta terahadap sertifikat tanah yang 

cacat hukum, yakni dengan : 
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Dengan cara melakukan Permohonan pembatalan terhadap Produk hukum yang 

dikeluarkan. Untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 

tetap diajukan oleh pihak pemegang sengketa melalui Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

Mengajukan pembatalan kepada Menteri, melalui kantor Pertanahan wilayah setempat. 

Kantor Pertanahan dalam hal pembatalan merupakan kewenangan dari kantor Pertanahan yang 

merupakan tembusan dari Menteri. 

Permohonan pembatalan produk hukum diatur dalam Peraturan ATR/ BPN Nomor 21 

Tahun 2020 mengenai penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pasal 66 ayat (3) UU NO. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan 

Wawancara, Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Surakarta, Pad 25 Juli 2022 Pkul 

14.53 WIB 

R.Murrad, op.cit.,hlm.45 

Pasal 54 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Repblik Indonesia 

NoMOR 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus 

Pertanahan. 

Lukman Hakim, Op.cit, hlm.45 

Titiek Sri Djatmiati.Op.cit,hlm.89 

Lukman Hakim,Op.cit,hlm. 46 

Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, 2006, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,Sekretaris 

Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm.61 

Wawancara, Kasi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Surakarta, Pada 25 juli 2022 Pukul 

14.53 WIB 

A.Sutedi,Op.cit., hlm. 251-252 

A.Sutedi,Op.cit,hlm. 251-252 

 

 

 

 


